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BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

1. Sistem pemungutan Retribusi Daerah dikantor Dinas Pendapatan Daerah

(DIPENDA) dengan menggunakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah

berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari :

a.

Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara
tegas. Ini dapat dilihat dari bagan yang ada, dari Perda Kabupaten
Grobogan Nomor 15 Tahun 2004 terlihat jelas tugas dan fungsi masing —
masing jabatan yang ada dan didukung lagi oleh Keputusan Bupati
Kabupaten Grobogan No. 3113 /2004 tanggal 21 Oktober 2004 mengenai
tugas masing — masing jabatan.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup memungkinkan
guna pengawasan akuntansi. Ini dapat dilihat dari adanya tahapan -
tahapan yang dilalui mulai dari pemungutan sampai dengan pelaporan
Neraca, dapat dikatakan bahwa tiap — tiap tingkatan diotorisasi oleh I
(satu) fungsi, sehingga dapat dihindari hal — hal yang tidak diinginkan.
Adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap
bagian organisasi dalam instansi terkait. Ini dapat dilihat dari adanya
pengawasan dari berbagai pihak seperti pengawasan oleh jajaran

DIPENDA sendiri, dari pejabat BAWASDA (Badan Pengawas Daerah)
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dan pemeriksaan dari BPK (Badan Pengawas Keuangan) sehingga terdapat

praktek yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

. Tingkat kecakapan pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini dapat

dilihat dari adanya pegawai dan karyawan yang menempati jabatan sesuai
dengan keahlian masing — masing, sedangkan untuk pejabat struktural
sendiri diseleksi oleh BAPERJAKAT (Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan) yang selanjutnya dijadikan acuan oleh Bupati dalam
pengangkatan pejabat structural. Tetapi dalam pelaksaan petugas
pemungutan dilapangan kurang adanya pengawasan karena hanya
mementingkan hasil material, dalam hal ini yang dipentingkan hanya

pegawai dalam kantor DIPENDA saja. .

2. Sistem Pengendalian Intern dalam pemungutan retribusi daerah yang telah
dilaksanakan dengan baik tersebut dapat terlihat dari :

a. Tingkat Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah

Diketahui bahwa selama periode tahun anggaran 2003 sampai dengan
2005 tingkat efektivitas pengelolaan retribusi di Kabupaten Grobogan
berkisar antara 95,482 % (dalam kategori efektif) sampai dengan 102,44 %
(dalam kategori sangat efektif). Pada tahun 2003 efektivitas pemungutan
retribusi adalah sebesar 95,482 % (dalam kategori efektif), dengan target
yang direncanakan adalah sebesar Rp19.028.161.000,00 dan retribusi
yang terealisir adalah sebesar Rp.18.168.508.166,00. Tahun 2004
merupakan realisasi pemungutan retribusi yang paling efektif dari tiga

tahun penelitian. Pada tahun 2004, efektivitas pemungutan retribusi




mengalami kenaikan menjadi 102,44 % (dalam ketegori sangat efektif),
dan ini merupakan realisasi pemungutan retribusi yang tertinggi dari tiga
tahun penelitian, karena pada tahun 2004 terjadi diversifikasi pendapatan
Retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga dari tahun 2004
didapatkan pendapatan yang cukup besar dari pemungutan Retribusi
pemakaian kekayaan daerah. Pada tahun 2005, efektivitas pemungutan
adalah sebesar 97,64 % (dalam kategori efektif), tahun ini merupakan
imbas dari kekadian tahun 2004 karena Pasar Godong terbakar dan pada
tahun 2005 belum selesai pelaksanaan pembangunannya dan ditambah lagi
pendapatan RSUD yang jauh dari target yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah.

Berdasarkan data tahun 2003 — 2005 yang diteliti, pemungutan
retribusi di Kabupaten Grobogan dapat dikatakan sangat efektif karena
penerimaan retribusi  sudah mencapai target anggaran penerimaan
retribusi daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2004
Sedangkan untuk tahun anggaran 2003 pemungutan retribusi  di
Kabupaten Grobogan dapat dikatakan efektif karena penerimaan retribusi
belum mencapai target anggaran penerimaan retribusi . Tingkat efektivitas
pada tahun 2003 dan 2005 berkisar 80 — 100%. Dari perhitungan diatas
dapat dikatakan bahwa pemungutan retribusi di Kabupaten Grobogan

pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2005 efektif
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b. Tingkat Efisiensi Pemungutan Retribusi Daerah

Dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi dari penerimaan retribusi pada
tahun 2003 efisiensi penerimaan retribusi adalah sebesar 4.999 %. Pada
tahun 2004 dan 2005 tingkat éﬁsiensi mengalami kenaikan menjadi
sebesar 5.00%. Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pemungutan retribusi dalam 3 tahun penelitian ini sangat efisien.

Tahun 2003 biaya pemungutan sebesar Rp. 908.425.408,00. Tahun 2004,
biaya pemungutan yang terjadi adalah Rp.1.255.013.164,00. Naik sebesar
Rp.346.587.756,00 Sedangkan tahun 2005, biaya pemungutan naik sebesar
Rp.167.531.637,00 menjadi Rp 1.087.481.527,00

Biaya pemungutan yang terjadi selama periode tahun anggaran 2003
sampai dengan tahun anggaran 2005 semakin meningkat. Peningkatan
upah pungut tersebut sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan
retribusi , hal ini merupakan konsekﬁensi dari ketentuan penetapan upah
pungut yang didasarkan pada persentase proporsional realisasi penerimaan

retribusi .

V.2. Saran

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, penulis mencoba ﬁlemberikan sedikit

saran yang mungkin dapat ditempuh oleh DIPENDA di Kabupaten Grobogan.

1. Lebih memaksimalkan kinerja DIPENDA sehingga target pendapatan dapat
direalisasi dengan baik, dengan demikian kinerjanya dapat dikatakan telah
dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
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2. Adanya petugas dari DIPENDA yang melakukan pengecekan langsung secara
reguler terhadap kegiatan pemungutan retribusi daerah dan pajak daerah,
dengan frekuensi yang lebih dari 1 (satu) tahun sekali, schingga hal-hal yang
tidak diinginkan tidak terjadi.

sy
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Hie S, Parman No. 23 Velp, (0292) 421040 Purwodadi 58111

Purwodadi, 10 Maret 2006.

- 800/ 130/ 111/ 2006. Kepada :
- Yth.” 1. Kepala Bidang Pajak Daecrah
- Survey Data Guna Penulisan Skrips.

2. Kepala Bidang Retribusi
Dipenda Kab. Grobogan
di

Purwodadi.

Berdasarkan surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 39/ R/ [,

tanggal 10 Pebruari 2006 perihal Permohonan Data untuk Penulisan Skripsi bagi
mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama :NOVI ARI CAHYONO
NPM 012214/ EA
Program Studi  : Akuntansi

Sehubungan hal tersebut di atas agar Kepala Bidang yang bersangkutan dapat
membantu seperlunya dalam penyajian data yang diperlukan. Dan kepada mahasiswa
yang bersangkutan agar benar ~ benar melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku

yang akhirnya dapat merupakan suatu karya flmiah yang memiliki tujuan- dan sifat
keilmuan. ‘

Demikian atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terimakasih.

= RETAIA DINAS PENDAPATAN DABRAH
Fon DT U RABUPATEN GROBOGAN

Qg\'&“‘ -~ .
N \< JOKO WIDODO, SH.MM
Tembusan dikirim kepada Yth : N BROT NIP. 010 165 359.
' Sdr. Novi Ari Cahyono "‘"*/

Z. Kabag. TU Dipenda Kab. Grobogan.




Lampiran

Nomor

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
15 Tahun 2004.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

KEPALA

| Kel. Jabatan Fungsional

T L

DINAS PENDAPATAN DACRAH KABUPATEN GROBOGAN

TATA USALIA

BAGIAN

I
. f L
. SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM KEUANGAN
l | ] l
'BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
RENCANAAN = T M RETRIBUSI 1 PENDAPATAN
" pAN AL H DAEPAH LAIN-LAIN
NGEMBANGAN ' | [ ‘ ]
SEKSI SEKSI O USERSE SEKS
Brencanaan, Pendotaan dan Pendataan dan Pendataan dan J
fvaluasi dan Penetapan Pujak - Penctapan / ~ Penctapan Pen-, 7
Pelaporan ( Retribusi dapatan Lain-lain
ESEKSI SEKS] SEKS] SEKSI
yuluhan dan Pemungutan dan Pemungutan dan Pemungutan dan
)ngcmbangan Pembukuan Pajak Pembukuan ] Pembukuan Pen-,
. ,/ Retribusi dapatan Lain-lain’
UPTD urTh UPTD
PASAR DAERAH uppD PERPARKIRAN




—
e

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

JIn. S, Parman No. 23 Telp. (0292 ) 421040 Purwodadi 58111

SURAT TUGAS
Nomor : 824.3/ (&1 /172006
Menimbanog
a Bahwa untuk kelancaran tugas sehari — hari dalam rangka pengelolaan
pendapatan pajak daerah, maka perlu menugaskan pegawai tersebut di bawah
ini untuk dapat bekerja secara maksimal dan benar serta bertanggung jawab.
b~ Bahwa untuk tertib administrasi perlu setiap tahunnya diadakan pembaharuan
Surat Penugasan.
MENUGASKAN :
Kepada . 4. Mama : EDI MULYONO.
b. NIP/NIN 500 095 289.
¢. Pangkat/Gol.  : Pengatur Tingkat /11 d.
d. Jabatan - Stal’ Administrasi DIPENDA Kabupaten Grobogan..
Untuk

Melaksanakan tugas sebagai Pembantu Kepala UPT _Unit Pengelola

Pendapatan Daerah di wilayah Kecamatan Toroh, Terhitung Mulai Tanggal :
02 Januari 20006,

Demikian Surat Penugasan ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Dikeluarkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 02 Januari 2006,

H. DJOKO WIDODQ, SH.MM.
Tembusan dikirimkan kepada Yth NIP.010 165 359 é.
Ka. Bag. TU DIPENDA Kabupaten Grobogan. j P—)-'aé
Ka. Bid. Pajak Dacrah DIFENDA Kabupaten Grobogan. - , ol
Kepaia UPPD Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer. ’

W ofe L2 PO —

o

Camat vang bersangkutan. / Camat Toroh.
Pegawai yang bersangkutan.

__Arsip,
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—————

Tembusan dikirimkan kepada Yth :
Kabag. TU. DIPENDA Keb. Grobogan ;

Sven e

Menimbang :

aoop

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jin. S. Parman No. 23 Telp. (0292 ) 421040 Purwodadi 58111

SURAT TUGAS
Nomor : 824.3//18. 1 / 111/ 2006

a. Bahwa untuk kelan:aran tugas sehari —~ hari dalam rangka pengelolaan
pendapatan pajak daeral, maka perlu menugaskan pegawai tersebut di bawah ini
untuk dapat bekerja sc:cara maksimal dan benar serta bertanggung jawab.

Bahwa untuk tertib administrasi perlu setiap tahunnya diadakan pembaharuan
Surat Penugasan.

MENUGASKAN:

Nama 1 ARIS TEGUH MULYANTO
NIP./NIN. S -

Pangkat / Golongan: -
Jabatan : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

yang ditempatkan sebagai penjaga kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Grobogan.

Melaksanakan tugas baru sebagai Pemungut Retribusi dan Pajak Daerah wilayah
Kecamatan Purwodadi, Terhitung Mulai Tanggal : 01 _Maret 2006, dengan

ketentuan : Surat Penugasan ini bersifat tidak tetap dan dapat dicabut kembali bila
dipandang tidak perlu. ‘

Demikian Surat Penugasan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengén
penuh tanggung jawab.,

Dikeluarkan di : PURWODADI
Pada tanggal : 01 Maret 2006

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN

NIP.010165359

Kabid. Pajak Daerah DIPENDA Kab. Grobogan ;
Kepala UPPD Kecamatan Purwodadi ; '
Tamat Furwodadi ;

Pegawai yang bersangkutan ;

Atsip.
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jin. S. Parman No. 23 Telp. ( 0292 ) 421040 Purwodadi 58111

SURAT TUGAS
Nomor : 8243/ {1 71/2006

Menimbang

a

Bahwa untuk kelancaran tugas sehari - hari dalam rangka pengelolaan
pendapatan pajak daerah, maka perlu menugaskan pegawai tersebut di bawah

ini untuk dapat bekerja secara maksimal dan benar serta bertanggung jawab.,

b Bahwa untuk tertib administrasi perlu setiap tahunnya diadakan  pembaharuan
Surat Penugasan.

MENUGASKAN :

Kepada : 4. Nama . EDI MULYONO.
b. NIP/NIN : 500 095 289,
¢. Pangkat/ Gol. : Pengatur Tingkat 1 /11 d.

d. Jabatan . Staf’ Admiristrasi DIPENDA Kabupaten Grobogan..

3

Melaksanakan tugas sebagai Pembantu Kepala UPT Unit Pengelola

Pendapatan Dacrah di wilayah Keeamatan Toroh, Terhitung Mulai Tanggal :
02 Jaauari 20006.

i

Demikian Surat Penugasan ini diberikan agar dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.

Dikeluarkan di - PURWQODADI
Pada tanggal .02 Januari 2006.

KEPALA DINAS PENDAPATAN

AERAIL
KABUPATEN GROB

H. DJOKO WIDODQ, SH.MM.
Yembusan dikirimkan kepada Yth NIP.010 165359 ?é_
Ka. Bag. TU DIPENDA Kabupaten Grobogan. ’ D"oé
. Ka. Bid. Pajak Daerah DIPENDA Kabupaten Grobogan. ;i ol
. Kepala UPPD Kecamatan Purwodadi, Toroh, Geyer. '

. Camat vang bersangkutan. / Camat Toroh.
~ Pegawai yang bersangkutan.
6. Arsip.



SECNCINEIRPES e

¢ s e e OEDEDRCNEEEES
* Perda No. 11 Th. 1998 - | PEMERlNTAH KABUPATEN GROBOGAN X‘.‘J .
. Peida No.20 Th. 2002 | " CINAG"PENDAPATAN DAERAH._ Iy
. . -Rp.200,- Seri:A . : =i
* " (Dua satos mp,ah) : Kaicis Pasar Daerah =1 .
"-"Kode 88 1110023 Ce : Perda No.11 Th.1998: |
: 0 4 "Perda No.20 Th. 2002 X}
'\JQ . 02290:8 'Rp.200,- Seri- ; A - Y:J
L 029()98 : (Dua ratus ruplah) L]
‘ , ‘Kode BB. 1110023 , VI~
. L 'j‘.j 17 18119(20]21|22|23|24]25{26127]25[29[30 3i].
. - A . . oo ~._ e

i Kardls P me
| S K:;Z:at;saérgssgr:: - 1):2 3[ 4L5Is] 713] 9110[11L2f13‘[14|15 a6]
‘1 Slro....7 Perda’No: 11 Th. 1998 SRR ) PEMER!NTAH KABUPATEN GROBOGAN V_"}

R ;°;°;0'3° ol 2302 g_ i @ - DINAS FENDAPATAN DAERAH - [viil -

" (Dua ralys Fupidh) <+ ST " . Kaicis Pasar Daerah- xl
 Kode BB. 11100.23 : . .~ Perda No.11 Th.1998 {_I'
. ( 0 o Perda’ Nd. 20- Th. 2002. X1
‘No 3 02 q q ) B 022 (}"] ‘Rp.200,- Seri : A REl

\ P\ A 2 e  " o - {Dua ratus tupiah ) - — .
“ b q SV e Kode BB, 11100.23" il

| L ER YN i |17 18]19[20]21[22]23[24[25[2@27]2&[29]30 3if

¥

2[ 3 _AJ | 6| 7] BJ 9[10111[12r3]14|15 16
A PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN Ml
DINFS PE\IDPPATAN DAERAH -

. Kareis Pasar Daerah Tx-
AN Perda " No.. 11 ’{_’h 19983

“Perda No.-20 Th. 2002 X

; 0 (*) : 0 023@”“ "Rp.200,- Seri : L;Ei‘

- {Dua ratds: rup)ah )

_Karcis Pasar Daerah :
-+ "Kabupaten Grobogan;
R "',_Perda No. 19".Th, 1998 -
| Tl Perda NO. 20 Th. 2002
B -‘Rp 200,-. Seri: A"
.7 . .(Dua ratus rupiahy v 1
; .- Kode'BB-11100.23°

. Kode BB. 11100.23" .- X1}, "..
17 18‘[ 19 ] zo] 21 |2z | 23124[25 {26] 27T25] 29 ] 50 31

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No. 20, Th..2002
Rp. 1.000,- 3¢ri: D
(Seribu rupiah) -
Kode BB. 11100.31

112]3]4[5]6 1718 [0 ho | [12 [13 [14 [15 [16
ZHN  PEMERINTAH KABUFATEK GROBOGAN |ViI

KANTOR PENGELOLAAN PASAR il

Karcis Fasar Daerah X
Perda No. 20 Th. 2002

Rp.1.000,- (Seribu rupiah) | X |
r_\i_ N-? 075001 gi(:‘e BF;) 11100.31 _)_(I_.
XN

(17) 18] 19] 20] 21] 22| 23] 24]25] 26 27] 28] 29[ 3031

N? 175001

<

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No.20 Th. 2002
Rp.1.000,- Seri:D
(Seribu rupiah}

Kode BB. 11100.31

2{3]4]5[6J7 [8 ]9 J1o {11 112 [13]14 J15 [16
{s P53 PEMERINTAH KABUPATE! GROBOGAN |V
W KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Karcis Pasar Daerah | X
., Perda No. 20 Th. 2002 :
Rp.1.000,- (Seribu rupiah)| X

NO (75002 Kode BB. 1110031 "

Seri 1 D et

18] 19} 20] 21] 22] 23] 24| 25| 26| 27| 28] 29| 3031

N? )75002

Karcis Pasar Daerah
Kabupaten Grobogan
Perda No.20 Th 20C2
Rp.1.000,- &eri:D
{Seribu rupiah)

1 2]3]4 15716 [7 18 [o J10 [11 [12 [13]14 [15 |16
R ) PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN | VII|
M‘@

KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Karsis Pasar Daerah

Kode BB. 11100.31 Wy Perda No. 20 Th. 2002 |X
Mo Rp.1.000 - (Seribu rupiah) rxJ
_\CNQ 075003 gf::? :BE:). 11100.31 x|
N¢ 175003 Vi Xl

l

17| 18] 19] 20] 21] 22] 23] 24] 25| 26] 27 28[29[30 31




'CEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERT T Pagelofs

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2002 TANGGAL 24 ME1 2002
TENTANG

PEDOMAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

|
1

!lenimbang :

}hwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
ntang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Alokasi Biaya
:mungutan Pajak Daerah. '

*%,engingat :
| i

:1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

t Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048), ~

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

b

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); _

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Pajak Daerah;

7. Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan prosedur Administrasi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan pendapatan lain-lain,

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

snetapkan :

l;p:// www.dprin. go.id/otda/regulasi/MDN-27 htm 5/6/2006
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“EPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI Page 2 of 5.

EPUTUSAN ME,"NTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ALOKASI BIAYA
IMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

L , Pasal 1
|
lam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

h

hl . Daerah adalah Daerah Propinsi, atau Daerah Kabupaten atau Daerah Kota;

;2 Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau
% Walikota bagi Daerah Kota;

3. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

i
)j yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
| Pembangunan Daerah;

?L. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas
| - kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;

9 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas |
¥ penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak

atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam
badan usaha;

. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;

. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak yang dipungut atas penggunaan
tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya,

. Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat
penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. ,

BABII
BIAYA PEMUNGUTAN
Bagian Pertama

Umum

/fwww.dprin.go.id/otda/regulasi/MDN-27 htm 5/6/2006
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Pasal 2

(1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan.
(2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Uintuk membiayai kegiatan
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan, dan pengawasan.

Pasal 3
Pajak Daerah.

(2) Persentase besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan

l s ~ v T
] (1) Biaya pemungutan -ditetapkan paling tinggi sebe@ (lima persen) dari realisasi penerimaan
|
§ Daerah.

Bagian Kedua

j Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
|
(
1

Pasal 4
<asi bi o0 dan BBN-KB terdiri dart :

— {

70% (tujuh puluh persen) untuk Aparat pemungut;
30% (tiga puluh persen) untuk Aparat penunjang, terdiri dari
; 1) 2,5% (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
2) 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian; '
3) 20% (dua puluh peren) untuk Aparat penunjang lainnya.
Bagian Ketiga
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pasal 5
casi biaya pemungutan PBB~KB terdiri dari :
| 20% (dua puluh persen) untuk Dinas/Instansi Pengelola;
60% (enam puluh persen) untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya;
., 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat;
15% (lima belas persen) untuk aparat penunjang lajnnya.

Bagian Keempat
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Pajak Penerangan Jalan
Pasal 6
'kasi biaya pemungutan PPJ yang dipungut oleh PT. PLN terdiri dari :
L,

54% (lima pu.,xh empat persen) untuk biaya pemungutan PT. PLN;

6% (enam persen) untuk Tim Pembina Pusat;

20% (dua puluh persen) untuk Aparat Pemerintah Daerah vang berkaitan dengan pelaksanaan
pemungutan;

20% {dua puluh persen) untuk petugas PT. PLN setempat vang terkait pada pelaksanaan pemungutan.
Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 7

{caﬂ biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 4, Pasal 5, dan Pasal 6, ditetapkan dengan
utusan Kepala Daerah.

1 Pasal 8

i

! . -
\\asl biaya pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaman Alr Bav»ah Tanah dan Air Permukaan,

k Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air, Pajak Pengambilan Bahan Galian

sngan C, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Resioran, Pajak Parkir, Pajsk Tiburan dan Pajak lainnys
apkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9
wasi biaya pemungutan yang diberikan kepada Tim Pembina Pusat digunakan hanya untuk membiayai
atan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pemungutan pajak Daerah di tingkat Pusat.

Pasal 10

~@as1 biaya pemungutan bagian Tim Pembina Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan
1 6, akan diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Dalam Neger!.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

- saat Keputusan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1979 tentang Uang Perangsang Kepada POLRI dalam
Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap;

» /www. dprin.go.id/otda/regulasi/MDN-27 htm 5/6/2006
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Keputusan Menteri1 Dalam Negeri No. 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada

Dinas Pendapatan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata
Usahaan Uang Perangsang;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 93 Tahun 1994 tentang Biaya Operasiona! Pelaksanasan Sistem
Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 1994 tentang Insentif/ Uang Perangsang Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 200! tentang Pengelolaan Dana Kontribusi Daerah
pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri;

vatakan tidak betlaku.

Pasal 12

putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ietapkan di Jakarta
_ ja tanggal 24 Mei 2002

INTERI DALAM NEGERL, -

'Rl SABARNO

/fwww . dprin. go.id/otda/regulasi/MDN-27 htm 5/6/2006
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Tembusan : disampaikan kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
Kepala Bawasda Kabupaten Grobogan; -
Kepala BPKD Kabupaten Grobogan; o
Kepala Kantor Kas Daerah Kab. Grohogan;

Kepala Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan

pSAE o o e

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

-

10. Pefaturan.ﬁ Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Pembentukan dan Susunan Organiasi Badan Pengelolaan Keuargan Duerah
Kabupaten Grobogan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2G03.

MEMUTUSKAN :

: Bia),;a pemungutan bagi petugas pemungut pendapatan daerah pada Barlan/Iinas/Iantor

Pengelola Pendapatan Lain — lain Daerah Kabupaten Grobogan sebesar 5% dari

realisasi penerimaan pendapatan yang disetor ke Kantor Kas Daerah.

: Penggunasn biaya pemungutan sebagaimeona dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan

ini ditetap tan oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan Daeral, yang
bersangkutan.

: Dengan ditetapkannya Keputusan inl maka Kepnutusan Bupati Grobc gan Nomor

190/0825/2007 tentang Uang Perangsang Bagi Pegawai-pegawai Pemungur. Pend::patan
Daerah Pada Badan/Dinas/Kantor Pengelola Pendapatan lain-lain Daerah Kabipaten
Grobogan dinyatakan dicabut den tidak berlaku lagi.

Ditetnpkan di Purwodadi

2005

Kabupaten Grobogan;

6. -Kabag Hukum Setda Kab. Grobogan;
7. Arsip.

C-3/C/Kep. Bup. BPKD



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jin. S. Parman No. 23 Telp. (0292) 421040 ( Hunting )

PURWODADI
Nemer o73 / /4?4] 4 2004, Purwedadi, 10 Januari 2004.
Lampiran : 1 bendcel. Kepada
Perihal : Laperan Realisasi Pendapatan Yth. Cubernur Jawa Tengah
Dacrah Kabupaten Crobogan Cg. Kcpala Dinas Pendapatan
Bulan  Descmber 20032 Daerah Prepinsi Jawa
Tahun Anggaran 200323 " Tengah
D nEm ) e O o ® conm il en© @ @ © 00 O 0o IS @ di
SEMARANGCG,.
Bersama ini dengan hormat , kami kirimkan 1aporaﬁ realisa
i Pendapatan Dacrah Kabugpaten Orcbegan /4 bulan Descmber
¢ 2002 zcbagail berikut B
ISA LEBIH TRHUN YANC LAL Rp. 19.636.6582.124,00
IR SR Rp. 19.636.5652.124,00
PENDAPATAN ASLY DAERAH
_1. Pujak Daerab . Rp. 5.417.750.017,00
2. Retribusi Dacrah. Rp. 12.168.5082.166,00
2. Bagian Laba Uscha Dacrah. Re. 1.004.732.200,00
4. Lain - lain Pendapatan. Rp. 12.772.821.094,00
Jumlzach Rp. 37.264.812.177,00
BACIAN PERDAPATAN YANC BERASAL DARY
PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTARST
VANC LERTH TINGCI.
1. Pcs Bagi Hasil Pajak. Rp. 23.452.212.2340,00
2. Poz bhagil Haszil Bukan Pajak. Ry. 1.203.120.328.00
3. Pgs Dana Alokasi Umum dan Rp. 239.221.570.972,00
Dana Penycimbang.
4. Pos Pinjaman Dalam Megri. Rp. 0,00
5. Pog Lain - lain Pencrimaan Rp. 9.541.821.002,00
Yang Sah.
Jumlah Np. 283.685.834.710,00
BACIAN DININMAN DPEMERTIFAH DAEDAM .
1. Peo Piujaﬂaw dari Pomering ah Tusat.p.
2. Pos Pinjaman dari Lembaga KU Dalam
Negri. Re.
Jumlah Rp.
o7
/'//
."//
e

ﬂ



&y
BAGIAN URUSAN KAS DAY PERHITUNCAN
. 1. Pos Urusan Xas dan Pcrhltungun Rp. 24.8502.175.726,00
Jumlah Rp. 24.502.175.726,C0
Jumlah selurvhnya Rp. 465.1852.474.747,00

Mdapun rineian perjenis penerimaan schagaimana terlampir.
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

{ FOMO HP,SH MM /4—
o N

=P, 010 072 019
TEMBUSAN : Dikirimkan ke vth,

1. Ketua DPRD abupatcn Crobogan
di Purwodadi
2. Msisten Ketataprajaan Sctda
Jawa Tengah 41 Semarang.
. Kepala Biro Bina Pemeritahan Sctda
Jawa Tengah Lantai VI Gadung A
di Scmarang.
4. Kepala Biro Keuangan Satda:Jawa Tengah
di Semarang.
5. Kepala Bawasda Kabupatcon, Grobogan.
6. Xetua Bappeda Kabupaten Crobogan.
7. Kepala BPXD Kabupaten Grobogan.
8, Xcpala Dipenda Cabang Tingkat I Jawa Tengah
di Purwodadi.
2. Ascistem IIT Sckda Crasbogan.
, 10. Ya. Bag Keuangan Setda CGrcbogan.
11. S p

vi anik

w
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KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 900 /44 337 2005

TENTANG

BIAYA PEMUNGUTAN BAGI PETUGAS PEMUNGUT PENDAPATAN DAERAR
PADA BADAN/DINAS/ KANTOR PENGELOLA PENDARPATAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

KABUPATEN GROBOGAN '

BUPATI GROBOGAN,

bahwa dalam rangka nieningkatkan kualitas kerja dan kesejahieraar: petugas
pemungut pendapatan dacrsh Kabupaten Grobogan, dipandaang perlu memberikan
biaya pemungutan bagi pegawai ~ pegawai pemungut pendapatan  daerah dalam
lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atnsh, make pengaturannya perlu ditetépkan
dalam Keputusan Bupati. :

Undang — undang Nomeor 13 Tahun 1950 t.enta:ug Pembentukan Daerah — daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengaly;

Undang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dzn Retribusi
[ aerah sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000;

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerak;

Undang ~ undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanpan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tabun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daeah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Daeral Tingkat I Grobogan Nomor 9 Tahur 1985
tentang Biaya Opcrasional Pendapatan Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 17 Tahun 2002 tertang v kok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Gatot Subroto No. 6 Telp. (0292) 421040 (Hunting)
PURWODADI 358111

v

A Purwodadi, 2 3 Januari 2008

mor  : 973768 2006 ,

mpiran Kepada

rihal  : Laporan Realisasi Pendapatan Yth. Gubernur Jawa Tengah

| Dacrah Kabupaten Grobogan Cq. Kepala Dinas Pendapatan
| Bulan_Desember 2003 TA 2005 Daerah Propinsi Jawa Tengah

i Di-

l[ SEMARANG

\

. Borsama ini dengan  hoemiat, kami kirimkan laporan Realisasi Pendapatan Dacrah
| Kabupaten Grobogan &/d bulan Descrber 2005 sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH : \
1. Pajak Daerah Rp. 7.681.676.523,00
2. Retrbusi Daerah

Rp.  21.749.630537,00
. 3. Bagian Usaha Laba Dacralh Rp. 1.815 .233.068,00
- 4. Lain - lain Pendapatan Rp. 8.325.302.358,00

Jumlah Rp.  39.571.842:486,00
BAGIAN PENDAPATAN YANG BERASAL
DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN
ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI
1. Pos Bagi Hasil Pajak . Rp.  54.621.792.225,00
2. Pos bagj hasil Bukan Pajak . Rp . 329.052.922,00
3. Pos Dana Alokasi Umum dan dana Rp. 364.442.534.482,00
Penyeimbangan
. Y Jumlah II Rp. 419.393.379.629,00 -
) '
\ Jumlah selurubnya I -+ 11 s Rp. 458.965.222.115,00
L
|
/ Adapun rincian perjenis penerimaan scbagaumana terlampir.
[ Demikian untuk menjadikan periisa dan guna seperlunya.
Vo TR
[ P /\“ YSBUPATI GROBOGAD
;‘t ' ! 0 / [ :
/ | :

yusan : dikirim Kepada Yth,

etua DPRD Kabupaten Grobogan.
sisten Ketataprajaan Setda Jateng '
epala Biro Bina Pemerintahan Setda Jateng

: \
,pzda BAKORLIN Wilayah I di Pati.. \
epala Biro Keuangan Setda Jateng. : %
pala Bawasda Kabupaten: Grobogan. , ‘ S
ala BPKD Kabupaten Grobogan.

gua Bappcda Kabupaten Grobogan.

ala Dipenda Cabang Tk.I Jateng di Purwodadi.
Asissten T Sckda Grobogan. '

a.Bag Keuangan Setda Gr obogan.

cpala PDAP Kabupaten Grobogan

rsip
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- KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : 3113 TAHUN 2004
- TANGGAL : 21 OKTOBER 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATANMN

DINAS PENMDAPATAN DAERAN
KABUPATEN GROBOGAN

PEMERINTAH KABUPATEN GRCOEBOGAMN



-Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 3113 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

: bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Grobogan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Sisunan Organisasi Dinas Pendanatan Daerah Kabupaten Grobbgan,
maka  unwek  kelancaran  penyelenggaraan  pemierintahan,
pembangunan dan kebijakan teknis bidung pendapatan daerah serta
pelayanan kepada masyarakat, disusun Uraian Tugas Jabatan Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 ),

- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 304] ) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun

( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890 );

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839 );

4, Undang-undang Nomwor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3848 );




Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Provinsi
Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 12, tanggal 19 Juli 2004, Seri D).

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN TENTANG URAIAN

TUGAS  JABATAN  DINAS  PENDAPATAN  DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Grobogan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan;

3. Bupati adalah Bupati Grobogan;,

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Grobogan;

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan;

6. Keccamatan agalah Kecamatan dilingkungan Pemerintah
Kecamatan Kabupatei Grobogan,

7. Camat adalah Kepala Pemenntahan Kecamatan dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan:;

8. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkungan Pemenintah
Kecamatan Kabupaten Grobogan;

9. Desa adalah Desa dilingkungan Pemerintah Kecamatan
Kabupaten Grobogan. .

BAB 11
PEDOMAN DAN URAIAN TUGAS JABATAN
Pasal 2

(1) Uraian Tugas Jabatan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah
merupakan  Pedoman bagi Pejabat Struktural di lingkungan



Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan dalam
melaksanakan tugasnya;

(2) Pedoman dimaksud ayat ( 1) Pasal ini sebagaimana tersebut

dalam lamplran merupakan bagian tak terpisahkan dari-
Keputusan ini.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal Z1 Cittcker 2004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

W ONON R LD

— gt
N

Menteri Dalam Negeni di Jakarta;

Menteri Pendayagunaan Aparetur Negera di Jakarta.

Gubernur Jawu Tengah di Semarang;

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Grobogan

Wakil Bupati Grobogan di Purwodadi;

Sekretaris Daerah Kab. Grobogan di Purwodadi;

Kepala Badan Pengawasan Daerah Kab. Grobogan ;

Kepala Kantor Pusat Data, Arsip dan Perpustakaan Daerah Kab. Grobogan;

Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kab. Grobogan;
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Grobogan;

epala Sub Baglan TU Umum Setda Kab. Grobogan;
Arsip.




NAMA JABATAN

TUGAS

URAIAN TUGAS

Lampiran : Keputusan Bupati Grobogan
Nomor : 3113 Tahun 2004
Tanggal : 21 Oktober 2004

URAIAN TUGAS JABATAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

1. Memimpin pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah.

2.

10.

Menyusun program kerja dan melaksanakan  perumusan
kebijakan teknis Pendapatan Daerah, Penggalian Pendapatan
- Daerah, penyusunan Anggaran, Perubahan dan Penghitungan
Pendapatan, adminstrasi ketatausahaan, penyusunan data dan
pelaporan pendapatan daerah.

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan operasional
tahunan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan rencana kerja
tahun scbelumnya serta melaksanakan evaluasi keglatan yang.
dilaksanakan.

Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari peraturan
perundang-undangan untuk menentukan kebijakan pendapatan
Daerah.

Melaksanakan  perumusan kebijakan teknis Pendapatan
Daerah, Penggalian Pendapatan Daerah, penyusunan
Anggaran, Perubahan dan Penghitungan Pendapatan,
penyelenggaraan administrasi ketatausahaan, penyusunan data
dan pelaporan pendapatan daerah.

Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangari
dibidang pendapatan daerah kepada, institusi terkait, kepada
masyarakat dan bawahan. y

Merumuskan kebijakan teknis tentang sistem pengelolaan
pendapatan, penggalian’ pendapatan, pajak daerah, retribusi
daerah dan pajak/pendapatan lain sebagai income daerah.
Mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  penggalian
/pemungutan pendapatan daerah. :
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya. .

Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk smkromsasx
pelaksanaan tugas.

Mengkoordinasikan dan menelaah program kerja  untuk
merumuskan petunjuk teknis dan  pelaksanaan sesuai
peraturan perundang undangan.

Mengkoordinasikan usulan/masukan dari unit kerja untuk
memberikan jawaban/tanggapan dan pemecahan masalah guna
kelancaran pelaksanaan program pendapatan daerah.



12.

15.

16.

17.

18.

19.

]

30.

. Mengkoordinasikan, perencanaan,  penetapan

; pendapatan
berdasarkan masukan/usulan dari unit kerja terkait sehingga

diketahui jumlah Pendapatan Daerah.
Menganalisis pendapatan yang dilaksanakan instansi terkait

untuk mendapatkan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah.

. Mengiventanisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku secara periodik
untuk mengetahui besarnya potensi pendapatan daerah,

. Menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan mengkaji

ketaatan, kedisiplinan, tanggung jawab, pengabdian, prestasi
kerja dan hasil kerja bawahan untuk mengetahui produktivitas
kerja bawahan.

Menggali potensi pendapatan dacrah dengan melaksanakan
koordinasi dengan unit kerja terkait.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
menyusun rencana penerimaan daerah.

Mengkoordinasikan pelaksanaan parkir secara optimal untuk
pemasukan dan pendapatan daerah,

Monitoring dan cvaluasi pelaksanaan kegiatan pemungutan
pendapatan dacrah.

Menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
kegiatan pamunguten pengapatan deerah.

. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah dalam kegiatan

pemungutan pajak daerah, retnbusi dacrah, dan pendapatan
daerah lainnya.

Melaksanakan pengawasan kegiatan penarikan pajak daerah,
retribusi daerah, parkir, pasar daerah dan pendapatan daerah
fainnya.

. Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah,

retribusi daerah, parkir, pajak lain serta pendapatan daerah
lainnya yang sah sesuai kewenangan.

. Melaksanakan pecmbinaan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas

(UPTD) dilingkungan Dinas Pendapatan Dacrah (Pengelola
Pendapatan Daerah, Pasar Daerah dan UPTD Perparkiran).

. Menyusun Rencana® Strategis dan  Penyusunan  Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan ( LAKIP ) sebaga
wujud pertanggung jawaban kinerja Dinas Pendapatan Dacrah.

. Menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dengan DP.3 untuk

mengetahui prestasi dan dedikasi staf,

. Menyusun data pendapatan dacrah.
27. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
. Menyampaikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan

sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan  dalam
pengambilan keputusan.

. Menyusun telaah stat berkaitan dengan optimahisai pendapatan

dacrah.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuai
bidang tugasnya.
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Memimpin pelaksanaan tugas di Bagian Tata Usaha.
Menyusun  program  kerja, melaksanakan  penyusunan
kebijakan teknis administratif dan melaksanakan administrasi
umum, surat-menyurat, tata laksana, kepegawaian, keuangan
sarana prasarana, perlengkapan, pengadaaan, hubungan
masyarakat, protokol, rumah tanggga, perjalanan dinas,
kepustakaan, pengarsipan dan data pelaporan, statistik untuk.
menunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.

Menyusun rencana kegiatan bidang Tata Usaha berdasarkan
program kerja serta hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sebagali
acuan pelaksanaan kegiatan.

Menyusun rencana kegiatan tahunan yang melipuli urusan
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, umum. dan
perlengkapan, administrasi, kearsipan dan  kepustakaan,
humas, dan protokol.

Melaksanakan rencana kegiatan tahunan meliputi urusan
kepegawaian,  keuangan,  ketatalaksanaan, umum’  dan
perlengkapan, administrasi, kearsipan dan  kepustakaan,
humas, protokol, dan penyusunan data statistik.

Meiaksanckan  adminestrasi umum  vang meliputt sural-
menvurai, tata laksana, kenegawalan, keuangan, sarana
prasarana, perlengkapan, humas, . protokol, rumah tangga,
perjalanan dinas, pengarsipan  perawatan sarana  prasarana,
kendaraan dinas sesuai ketentuan .

Melaksanakan = perumusam  kebijakan  administratif,
pembinaan kepegawaian dan mengkoordinasikan pengadaan
barang dan jasa. _

Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atasan, pejabat
lain dan staf dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.
Melaksanakan perawatan/pemeliharaan barang inventaris,
sarana  prasarana kantor, kendaraan dinas dengan
pencatatan/pembuknan sesuai ketentuan.

Meclaksanakan - koordinasi  administrasi  kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah
untuk mempermudah bawahan dalam pelaksanaan tugas.
Mendistribusikan tugas, memberikan  petunjuk kepada
bawahan sesuai bidang tugasnya untuk memperlancar
pelaksanaan kegiatan.

Menjaga kebersihan, keindahan dan kecamanan kantor beserta
halaman sekitar.

Melaksanakan urusan sural menyurat, inventarisasi surat
masuk/keluar, pengagendaan, pengendalian, ekspedisi dan
mengirimkan sesuai prosedur dan perintah atasan.
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Melaksanakan kearsipan, perpustakaan dengan penyimpanan
berkas, dokumen hukum  sesuai ketentuan agar dapat dengan
mudah, cepat dan tepat dalam penemuan kembali berkas arsip
yang dibutuhkan.

Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor, tata laksana,
naskah dinas, keprotokolan, kehumasan Dinas,
Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dengan
melaksanakan inventarisasi, agar diketahui jumlah  dan
karakteristiknya,

Melaksanakan pembinaan pegawai administrasi dinas dengan
memberikan pengarahan rutin dan membantu menyelesaikan
masalah kepegawaian guna meningkatkan kinerja pegawai.
Menyiapkan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja
dengan menyusun rencana kebutuhan anggaran/egiatan
melalui RASK, DASK dan perubahannya untuk pembiayaan
/pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.
Mengkoordinasikan pengelolaan dokumentasi,  pengadaan
barang dan jasa Dinas berdasarkan kewenangan,
Mengkoordinasikan pelaksanaan  kebersihan, keindahan,
keserasian dan keamanan kantor.

Menyusun laporan pertanggungajawaban pelaksanaan tugas
tata usaha umum, kepegawaian, dan keuangan.

Melaksanakan pengewasan, pengendalian dan nonitoring
tpelaksanaan  kegiatan  tahunan Bagian  Tata  Usaha,
pelaksanaan urusan Kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
administrasi Dinas.

Melaksanakan supervisi, evdluasi hasil pelaksanaan kegiatan
urusan Kepegawaian, keuangan, perlengkapan .dengan
mengoreksi  dan  menyusun laporan  sebagai  bahan
pertanggung jawaban kinerja kepada atasan.
Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi
usul kenaikan pangkat, penetapan Karpeg, Kartu Peserta i
Taspen, Askes, Ujian Dinuas, Ujian kenaikan pangkat, Ijin
Belajar, ljin Gelar, mutasi kepegawaian, disiplin aparatur,
penjagaan kenaikan pangkat, penjagaan kenaikan gaji berkala
dan pesiun pegawal. S

Melaksanakan  sosialisasi dan informasi dan  pembinaan
kebijakan pemerintah di bidang  perencanaan  keuangan
daerah.

Membantu menyiapkan administrasi kenaikan pangkat
pejabat fungsional dengan angka kredit, Tim Penilai dan
kelengkapan lainnya.

Menyelenggarakan administrasi  keuangan, melaksanaan
penganggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggung
jawaban keuangan, verifikasi berdasarkan prinsip akuntansi
keuangan. '

Mengkoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) sebagai  wujud
pertanggungjawaban kinerja aparatur sesuai visi, misi dan
tujuan organisast,

4
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Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Tata Usaha.
Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP. 3 untuk
mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan,

Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai
bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuaj
bidang tugasnva.,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

to
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10.

Memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum.
Menyusun program kerja dan melaksanakan penyiapan
administrasi umum,  surat-menyurat, tata  laksana,
kepegawaian,  sarana prasarana, perlengkapan, hubungan
masyarakat, protokol, rumah tanggga. perjalanan dinas,
pengarsipan, hukum, perpustakaan dan pelaporan untuk
menunjang pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.

Menyusun rencana kegiatan berdasarkan program kerja Sub
Bagian Umum, melipup’ administrasi umum, kepegawaian,
sarana prasarana, perlengkapan, perjalanan dinas, kendaraan
dinas, perpustahaan, hukum dan peleporon dengan mengacu
kegiatan tahun sebelumnya,

Melaksanakan penviapan administrasi umum, surat-menyurat,
tata laksana, kepegawaian, sarana prasarana, perlengkapan,
hubungan masyarakat, protokol, rumah tanggga, perjalanan
dinas, pengarsipan, hukum, perpustakaan dan pelaporan untuk
menunjang pelaksanaan tugas Bagian Tata Usaha.
Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan program kerja
dan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas.

Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah
untuk mempermudah staf dalam melaksanakan kegiatan,
Menyiapkan bahan koordinasi kepegawaian, perlengkapan
dengan [nstansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tuagas.
Mendistnitusikan tugas kenada staf sesuai bidang tugasnya.
Memberikan  petunjuk  kepada  staf untuk  sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Menyiapkan surat menyurat, mengagendakan surat masuk
/keluar untuk mengendalikan surat sesuai kebutuhan.
Menyiapkan pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian
yang meliputi usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
Karpeg, Kartu Taspen, Askes, ljin belajar, ijin gelar, cuti,
pemberhentian dan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat,
disiplin PNS, cuti, penjagaan kenaikan pangkat, penjagaan
kenaikan gaji berkala pegawai, kedisiplinan, sanksi  dan
pensiun pegawal.

Melaksanakan pengagendaan surat masuk/keluar,
mengendalikan, mengajukan kepada atasan, menggandakan
dan mengirimkan sesuai alamat/perintah atasan.
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Menyiapkan dan mengatur  kearsipan dengan  mengatur
tempat untuk lebih mudah dalam proses penyimpanan dan
pencariannya.

Menyiapkan surat perintah perjalanan dinas atasan dan staf
dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Melaksanakan wurusan perlengkapan, sarana prasarana,
inventaris kantor, dan rumah tangga Dinas.

Melaksanakan pemeliharaan peralatan, perlengkapan dengan
menginventarisasinya  agar  diketahui  jumlah  dan
karakteristiknya.

Melaksanakan pemeliharaan gedung Kantor, kendaraan dinas,
agar dapat dimanfaatkan dengan optimal dan terus menerus.
Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Mengelola kebutuhan Kantor dengan mengkonsultasikan
kebutuhan kantor sehingga diketahui  kelebihan dan
kekurangannya.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kcbutuhan dengan
menganalisis kebutuhan. :
Melaksanakan pengembangan pegawal dengan mengusulkan
staf sebagai peserta diklat aparatur, baik struktural, non
struktural, teknis fungsional, untuk pengembangan sumber
daya pegawai. '

Melaksanchan pendataan pegawal berdasarkan Kriteria vang
dimiliki untuk mengetahuit profil kepegawaian.

Menvusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan scbagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Menyiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan PNS.
Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra )
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
( Lakip ) sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas.
Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk
mengetahui prestasi dan dedikasi staf.

Melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggung

jawabnya.

Melaksanakan tueas lain yang diberikan olch atasan sesuai
bidang tugasnva.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

o=

Memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan.
Menyusun program, menyiapkan bahan urusan keuangan,
penyusunan anggaran, melaksanakan pembukuan administrasi
keuangan, penggajian pegawai, kesejahteraan, pengajuan
anggaran, pertanggung jawaban keuangan (SPJ), perhitungan
anggaran dan verfikasi, pengurusan benda berharga serta
mengclola administrast keuangan lainnya.
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Meryusun program kena dan kegiatan dibidang keuangan.
penguanggaran, akuntansi, verifikasi serta pembiayaan.
Menyusun rencana  kegiatan keuanpan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,
Menyiapkan bahan urusan keuangan, penyusunan anggaran,
melaksanakan pembukuan administrasi keuangan, penggajian
pegawai, kescjahteraan, pengajuan anggafan, pertanggung
jawaban keuangan (SPJ), perhitungan anggaran dan’
verifikasi, pengurusan benda berharga serta mengelola
administrasi keuangan lainnya.

Menghiturg, anggaran dan perbendaharaan  dengan
merumuskan kebutuhan belanja, memonitoring dan evaluasi
jumlah anggaran.

Melaksanakan pembukuan dengan mencatat kebutuhan dan
pengeluaran untuk mengontrol belanja.

Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari perintah
untuk mempermudah staf dalam melaksanakan tugas.
Melaksanakan koordinasi keuangan dengan instansi terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi.
Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya
untuk memperlancar pclaksanaan kegiatan.

Memberikan petunjuk kepada staf  untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Menyiapkan penyusunan anggaran tahunan melalul belanja
langsuny, belanja tidak langsung dengan RASK, DASK,untuk
APBIY dan perubahannva, penggajian pegawai, pembayaran
tunjangan jabatan dan kescjahteraan pegawai.

Menvusun  laporan  hasil  pelaksanaan  Kegiatan,  Surat,
Pertanggung  jawaban (SPJ), pembukuan, SPP, dan
pelaksanaan anggaran, verifikasi keuangan scbagai bahan
pertanggung)awaban pelaksanaan tugas.

Meiaksanakan pembayaran se¢jumlah uang tunai untuk gajt
pegawai, tunjangan, kesejahteraan pegawai dan belanja
kegiatan dinas.

. Menyampaikan saran dan masukan kepada atasan sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Melaksanakan urusan keuangan sesuai ketentuan  yang
berlaku untuk tertib administras:.

Menganalisa anggaran belania, memadukan rencana anggaran
yang diusulkan agar diperoleh kesinambungan penggunaan
anggaran.

Merealisasikan kebutuhan penggunaan dana sesuai usulan
yang diajukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Mengendalikan penggunan anggaran keuangan dinas dengan
pengaturan realisasi anggaran, sisa kas dan meneliti surat
pertanggungjawaban keuangan agar penggunaan anggaran:
terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyiapkan petunjuk pengelolaan administrasi keuangan
dinas dengan pemberian petunjuk teknis, rapat teknis dan
pengelolaan administrasi gaji pegawai.

Menviapkan bahan laporan keuangan secara periodik
sehingga dapat diketahui keadaan keuangan dinas.
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Meclaksanakan pembukuan dengan tentib, mengajukan SPP,
dan administrasi keuangan lainnya.

. Menyiapkan bahan pembinaan administrasi keuangan kepada

pemegang Kas, pembantu pemegang kas dan melaksanakan
pengendalian sisa kas. '

2. Melaksanakan pengawasan. pembukuan keuangan sesuai

sistem akuntansi keuangan.

23. Menyiapkan bahan evaluasi hasil kerja keuangan dengan
mengoreksi dan  menyusun laporan sebagai  bahan
pertanggungjawaban.

24. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP. 3 untuk

- mengetahui prestasi dan dedikasi staf,

25. Melaksanakan penyimpanan arsip pembukuan keuangan yang
menjadi tanggung jawabnya.

26. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.

27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN

PENGEMBANGAN

L
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Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan dan
Pengembangan.

Menyusun - program. micleksanakan  penyusunan kebijakan
teknis perencanaan  program jangka pendek, meaengah dan
panjang. penyuluhan,  pengembangan,  pengawasan  dan
pelaporan serta  pembinaan di bidang pendapatan daerah
dengan  pengumpulan dan pengolahan data pendapatan
daerah.

Menyusunan program kerja, kegiatan pengendalian sebagai
media kontrol pelaksanaan program untuk mencapai sasaran
sesual target pendapatan yang ditetapkan.

Menyusun rencana kegiatan operasional dan rencana
pendapatan daerah tahunan, jangka menengah dan jangka
panjang. '

Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan, jangka
menengah dan jangka panjang.

Mengiventarisasi dan mengkoordinasikan sumber pendapatan
dari instansi pengelola sebagai bahan perencanaan evaluasi
pendapatan.

Menyiapkan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis dibidang penvusunan pendapatan melalui pertemuan
dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
peningkatan pendapatan sesuai perkembangan.
Mendistribusikan  tugas  kepada  bawahan  sesuar  bidang
tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.
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Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat
efekuifitas dan efesiensi.

. Menelaah  arahan program kerja dari unit kerja dengan

memberikan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan sesuai
peraturan perundang-undangan,

Mempelajari | dan mediskusikan, mengl\oordlmr masukan
dengan instansi terkait agar dapat memahami permasalahan di
bidang perencanaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

. Menyusun konsep usulan/tanggapan serta jawaban untuk

pemecahan masalah di bidang anggaran pendapatan dan :
belanja dacrah.

. Menyusun langkah kebijakan - untuk koordinasi dan tata

hubungan kerja.

. Memeriksa dan mengorekst bahan dan masukan dan unit kerja

untuk bahan penentuan kebijakan berdasarkan ketentuan.

. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

dan pengendalian guna mendapatkan hasil kerja optimal.

. Menghimpun  dan  merumuskan naskah produk hukum

mengenai pendapatan dacrah.

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai  bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk
inengetahui prestasi dan dedikas! bawahan.
Mcenvarpaikan  saran  dan  pertimbangan  kepada  atasan
sebapai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam
pengambilan keputusan di bidang rencana pendapatan daerah.

. Menyusun rencana, perubahan dan perhitungan Anggaran

Pendapatan berdasarkan data dan masukan dinas/instansi/
bidang terkait

. Meclaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan  kegiatan  operasional  tahunan  Bidang
Perencanaan dan Pengembangan.

i

. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan dan

mensosialisasikannya kepada bawahan,

. Melaksanakan penelitian potenst pendapatan daerah.
-+ Mclaksanakan penyulunan untuk peningkatan pendapatan

dacrah.

5. Menyusun data dan laporan penerimaan/pendapatan daerah.
. Menginventarisasi dan mengkoordinasikan usaha pemecahan

masalah dalam pelaksanaan kegiatan.

Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra )
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah
( Lakip ) sebagai pertanggung jawaban kinerja Dinas.
Menyusun telaah staf berkaitan tugas Bidang Perencanaan
dan Pernigembangan.

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan sesuail

bidang tugasnva.
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KEPALA SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN

I. Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan.

2. Menyusun program, merencanakan, melaksanakan
penyusuman anggaran pendapatan, menyiapkan ‘penyusunan
belanja dan melaksanakan fungsi pengendalian serta pelaporan
berkala, laporan bulanan, mengumpulkan, mengolah data
secara periodik tentang pendapatan daerah.

Merencanakan program peningkatan pendapatan dacrah untuk

intensifikasi dan cktensifikast. ,

2. Menyiapkan  bahan rencana, perubahan dan perhitungan

pendapatan  berdasarkan  data  masukan dari  unit kerja

pengelola keuangan.

Menyiapkan bahan pembinaan pengendalian dan pengawasan

dengan menelaah permasalahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas. - ;

4. Menyiapkan rencana kegratan  operasional  tahunan  Scksi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

5. Menyusun rencana pendapatan dacrah jangka menengah dan
jangka panjang.

6. Menyiapkan  mater! leperan pendapoatan secare  periodik,
laporan bulanar dan keordinast dengan dinas /7 instansi terkait.

7. Menyiapkan bahdn untuk penyusunan anggara keuangan
berdasarkan data dan masukan dart dinas / instansi terkait.

§. Melaksanakan koordinast dengan unit kerja terkait tentang
sarana kerja sesuai kebutuhan dan rencana penerimaan daerah.

9. Mendistribusikan tugas kepada staf scsuai bidang tugasnya
untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

[0. Memberikan  petunjuk  kepada  staf untuk  sinkronisasi
pelaksanaan tugas. ‘

1. Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat
efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan. :

[2. Menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan tugas untuk
peringkatari pelayanan masyarakat dan tugas pengelolaan
administiast keuangan,

13. Menyusun konsep usulan, tanggapan, jawaban dan pemecahan
masalah keuangan daerah berdasarkan koordinasi dengan
instansi pengelola untuk bahan pemecahan masalah secara
terpadu guna memperoleh masukan yang relevan.

14. Menghimpun produk hukum di bidang pendapatan daerah
untuk perencanaan keuangan daerah.

15. Menyiapkan bahan penyusunan  laporan hasil kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

6. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk
mengetahui prestasi dan dedikasi staf.

17. Menyampaikan saran dan pertimbangan  kepada  atasan

sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam

pengambilan Keputusan,

Lo
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16. Menviapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegratan.

17. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan dan

mensosialisasikannya kepada staf.

I8. Melaksanakan pengumpulan data, evaluasi dan laporan

penerimaan/pendapatan daerah.

19. Menginventarisasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan.

20. Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah  dalam

28
22,

pelaksanaan kegiatan.
Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.

Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnva.

KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

|89

T EN o

o

~

9.

10.

Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Penyuluhan dan
Pengembangan.

Menyusun program, melaksanakan kegiatan penyuluhan,
penelitian, dan pengembangan  pendapatan dan peningkatan
sumber-sumber penerimaan kcuangan daerah.

Menyusun  rencana  Kegiatan  penyuluhan  pengembangan
berdasarkan program kerja serta cvaluas: kegiatan sebagai
pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

Meclaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Penyuluhan dan Pengembangan. ;
Menviapkan bahan penyuluhan perkembangan potensi daerah
dari berbapai sektor usaha dengan menginvestarisasi sumber
pajak/sumber retribust dan penerimaan lain-lain  untuk
meningkatkan pendapatan daerah.

Menjabarkan perintah atasan dengan mempelajari isi perintah
utuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

Menyiapkan banan koordinasi dan tata hubungan kerja dengan
instansi pengelola untuk penentuan target pendapatan daerah
dengan penyuluhan.

Mendistribusikan tugas kcpada staf’ sesuai bidang tugasnya
untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.,

Memberikan petunjuk  kepada staf untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat
efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan,

Mengumpulkan saran, krittk masukan untuk perkembangan
pemasukan dan kelancaran pendapatan daerah,

Menghimpur. dan merumuskan naskah produk hukum
mengenai pendapatan dacrah.

11. Melaporkan pelaksanakan tugas sebagai bahan penentuan

kebijakan.

[2. Memberikan penilaian kepada stal dengan DP.3  untuk

mengetahui prestasi dan dedikasi staf.
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URAIAN TUGAS

I5. Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan,

[4. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan dan

mensosialisasikannya kepada staf.

[5. Menyiapkan bahan penelitian potensi Pendapatan Asli Daerah.
16. Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan Seksi

Penyuluhan dan Pengembangan.

[7. Menyiapkan bahan koordinasi usaha pemecahan masalah

dalam pelaksanaan kegiatan.

18. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan produk-produk

hukum untuk peningkatan penerimaan daerah.

9. Meyampatkan saran/pertimbangan  kepada atasan dalam

penentuan  kebijakan/keputusan di bidang penyuluhan dan
pengembangan pendapatan daerah.

20. Menyusun telaah staf sesuai bidang tugasnya.
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

KEPALA BIDANG FAJAK DAERAH

2

1.

o

=

~

9.

Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Pajak Daerah,
Menyusun program, menyusun kebijakan teknis bidang pajak
daeralh daun mielaksanakain administrosi pendapatan daarah
yang meliputi Pajak Daerah, dana perimbangan daerah, serta
melaksanakan administrasi dibidang pajak.

Menyusun program kerja bidang pajak/pendapatan daerah,
mengacu pajak daerah/pendapatan dacrah tahun sebelumnya.
Menyusun rencana pembuatan program pendaflaran dan
pendataan subyek/obyek sektor pajak.

Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Bidang
Pajak Daerah.

Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pajak daerah dan
melaksanakan administrasi pendapatan daerah yang meliputi
Pzjak Daerah, dana perimbangan daerah serta melaksanakan
admiaistrasi pajak.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi pengelola dengan
mencari data tentang keadaan obyek usaha sektor pajak untuk
mendapatkan keterangan tentang  obyek usaha sektor pajak.
Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan,
Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Melaksanakan verifikasi data dengan instanst pengelola untuk
mendapatkan data tentang Wajib Pajak.

10. Menyusun laporan kegiatan kepada atasan sesuai bidang tugas

nya pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,

12
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Menyusun data dan laporan pencrimaan pajak daerah.
Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk
mengetahui prestasi dan dedikasi bawahan.,

. Membina  pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang .Pajak
Bumi Bangunan (SPPT PBB) dan administrasi Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB).

- Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang

kewenangannya dilimpahkan kepada dacrah.
Melaksanakan intensifikasi pengelolaan sumber pendapatan
daerah dari dana perumbangan.

. Melaksanakan pengendalian dan mengkoordinasikan kepada

pctugas koordinator Income Daerah di Kecamatan.

. Mengkoordinasikan Rapat koordinasi POP Pajak Bumi

Bangunan (Rakor Pop PBB).

. Mengintensifikasikan pengelolaan sumber pendapatan Daerah

dari PBB dan Dana Perimbangan.

. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sumber-

sumber pendapatan Daerah dari PBB, Dana Perimbangan dan
pendapatan lain-lain yang sah.

. Melaksanakan  pengawasan,  monttoring  dan  ¢valuast

pelaksanaan kegiatan.

. Menjabarkan kebijakan/keputusan atasan . dan

mensosialisasikannya kepada bawahan

. Melaksarakan Kegiatan pendataan dan penetapan subvek dan

obyek pajak.
Meclaksanakan pemungutan dan pembukuan pajak  dengan
tertib administrasi.

. Melaksanakan inventarisasi masalah yang dihadapi dalam:

pelaksanaan kegiatan.

. Melaksanakan koordinast usaha pemecahan masalah vang

dihadapi dalam pclaksanaan kegiatan.

. Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam

penentuan kebijakan/keputusan di pajak dacrah.

. Menyiapkan bahan penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja [nstansi Pemerintah (Lakip)
sebagai pertanggungjawaban kinerja Dines.

. Menyusun telaah staf berkaitan tugas Bidang Pajak Dacrah.
. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan scsuai

bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI l’E:\’DATAAN DAN PENLTAPAN PAJAK

~

Memimpin pelaksanaan tugas di Sekst Pendataan dan
Penetapan Pajak. :

Menyusun  program, menyiapkan bahan  kebijakan teknis
Pendataan  dan  Penetapan Pajak dan melaksanakan
administrasi pendataan dan penetapan pajak perhitungan
pajak terhutang serta melaksanakan administrast keberatan /
banding / angsuran pajak.

13
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Menyusun rencana Kerja  pendataan dan penctapan dengan
instansi pengelofa untuk memperoleh keakuratan data pajak.
Menyusun  rencana  kegiatan  operasional tahunan  Seksi
Pendataan dan Penetapan Pajak.

Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan dan
melaksanakan kegiatan operasional tahunan.

Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar
diperoleh keterpaduan datam pelaksanaan tugas.
Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai  bidang tugasnya
untuk memperlancar pelaksanaan kegratan.

Memberikan  petunjuk  kepada  staf  untuk  sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Menyiapkan bahan pendataan dan penetapan subyek dan
obyek pajak dengan melibatkan instansi pengelola untuk
mendapatkan administrasi data subyek dan obyek pajak lain.
Memasukkan hasil pemeriksaan lapangan ke dalamm data
induk Wajib Pajak.

Menghimpun dan mendokuinentastkan data Wajib Pajak.
Melaksanakan pendataan dan penetapan dengan menyiapkan
blangko SPT untuk mendapatkan data tentang Wajib Paiak
yang akurat.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan
penetapan  pajak  kepada  atasan scbapgai  bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Mcmberikan penilaian kepada staf dengan DP35  untuk
mengetahui prestasi dan dedikasi staf.

Menghitung jumlah Surat Pemberitahuan Pajah Terhutang
(SPPT) dan jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah
berdasarkan surat pemberitahuar; Pajak Terhutang (SPPT) dan
Daftar Himpunan Penetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
(DHPP PBB). _
Menyiapkan  bahen  inventarisasi  permasalahan guna
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masaiah. '
Menyelenggarakan tertib administrasi dan menyusun laporan
berkala tentang Wajib Pajak yang di data dan ditetapkan.
Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluast
pelaksanaan kegiatan operasional.

Menjabarkan kebijakar/keputusan atasan dan melaksanakan
sosialisasi kepada staf,

Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan,
Menyiapkan bahan koordinasi usaha pcmecahan masalah
dalam pelaksanaan kegiatan. ~
Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam
penentuan kebijakan pajak dacrah.

Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Seksi Pendataan
dan Penetapan Pajak.
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22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN
PAJAK

6.

14.

15.
16.

Memimpin pelaksanaan tugas di Scksi Pemungutan dan-

Pembukuan Pajak. ,
Menyusun  program, penyiapan  bahan  kebijakan  teknis
Pemungutan dan Pembukuan Pajak dan melaksanakan
kegiatan pemungutan, penagihan, pembukuan, laporan dan
mengenventans  data - wapb  pajak  serta administrasi
Pemungutan dan Pembukuan Pajak.

Menyusun rencana pemungutan dan pembukuan dengan
menginventaris kegiatan di bidang pajak.

Menyusun rencana  kegiatan  operasional  tahunan  Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Pajak.

Melaksanakan koordinast untuk mendapatkan masukan dari
dinas /instansi terkait dalam upaya memperceepat pemungutan
pajak scrta mempermudah pembukuan.

Memberikan penntah kepada staf dengan arahan dan petunjuk
untuk pelaksanaan kegiatar nepagihan,

Mendistitbusthan tugas kepada staf” sesua bidang tuzasnye
untuk memperlancar pelaksanaan keglatan.

Memberikan  petunjuk kepada  staft untuk  sinkronisast
pelasanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas stal agar diketahui tingkat
efektifitas dan cfesicnsi pelakanaan kegiatan,
Mengkonsultasikan bidang pemungutan dan pembukuan
pajak dengan meminta petunjuk kepada atasan untuk
penyempurnaan dan kelancaran tugas.

Melaksanakan inventarisasi permasalahan dengan
mengumpulkan  bahan  untuk pemmecahan masalah
pemungutan pajak. - ¢

Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan
pendapatan pajak untuk pencapaian target pendapatan yang
ditctapkan.

Memberikan  penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk
mengetahut prestasi dan dedikast staf.

Menyiapkan bahan laporan kegiatan hasil pemungutan dan
pembukuan pajak dengan sistematis.

Melaksanakan  penpawasan,  monitoring  dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan Sckst Pemungutan dan Pembukuan
Pajak.

Menjabarkan kcbijakan atasun dan mensosialisasikannya
kepada staf. ‘
Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan pajak.
Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Bendahara Khusus
Penerima.
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19.

20.

21.

Menginventanisasi masalah datam pelaksanaan kegiatan.
Mengkoordinasikan usaha pemecahan  masalah
pelaksanaan kegiatan.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam
penentuan kebijakan pajak dacrah,

Menyusun telaah staf’ berkaitan tugas Seksi Pemungutan dan
Pembukuan Pajak.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

dalam

KEPALA BIDANG RETRIBUSI DAERAHN

o

~l

a

)

9.

0.

Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Retribusi Daerah.
Menyusun program, menyusun kebijakan teknis bidang’
retribusi dacrah dan melaksanakan kegiatan  pembinaan,
pendataan, penctapan, pemungutan serta pembukuan retribusi,
pengawasan pengelolaan adininistrasi pasar daerah sebagai
koordinator pemungutan retribusi daerah.

Menyusun rencana kegiatan di bidang pengelolaan retribusi
daerah berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan
tahun lalu. . '
Meayusun rencana kegiaian dan melaksanakan  kegiatan
operasional tahunan Bidang Retribusi Dacrah.

Meclaksanakan  sosialisasi  dan  pembinaan  kebijakan
pemerintah daerah tentang pengelolaan Pasar Daerah.
Melaksanakan pengawasan dan koordinator retribusi daerah
yvang di kelola oleh dmas kantor dilingkungan Pemerintah
Kabupaten.

Melaksanakan vernf’kasn data dan penetapan retribusi Pasar
Daerah maupun jenis retribusi lainnya.

‘Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat
efektifitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan.

Mengumpulkan bahan berkaitar dengan pengelofaan pasar
untuk mempersiapkan  penvusunan  kebijakan teknis dan
program kerja. ‘

Menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan tugas sesuat
kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan pendapatan.
Mengarahkan dan melaksanakan  program  yang telah
ditetapkan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan
pasar.

Melaksanakan  pengendalian pelaksanaan  kebersthan,
ketertiban, keamanan serta pemeltharaan pasar  sesual
kebijakan vang ditetapkan.

Mengkoordinasikan  pelaksanaan  tugas  bawahan untuk
melaksanakan penarikan retribusi dan pungutan-pungutan lain
agar tidak teriadi kerancuan.
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Memberikan penilaian Kepada bawahan dengan DP.3 untuk
mengetahu prestast dan dedikasi bawahan,

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,

Menyusun data dan laporan penerimaan retribusi,
Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan Bidang Retribusi Daerah.

Menjabarkan kebijakan atasan dan mensosialisasikannya
kepada staf. B

Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan
obyek retribust, :

Melaksanakan pemungutan dan pembukuan retribusi.
Menginventarisasi masalah yang dihadapt dalam pelaksanaan
kegiatan,

Mengkoordinasikan usaha pemccahan masalah yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan,

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan,
Menyiapkan bahan penvusunan Rencana Strategis (Renstra)
dan Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah
(Lakip) sebagat pertanggungjawaban kinerja [Dinas. '
Menyampatkan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam
penentuan kebijakan di bidang retribusi daerah,

Menyusun telaah staf  berkaitan tugas Bidang Retribusi
Dacrah. ‘
Melaksanckan tugas lain vang diberikan atasan sesual bidang
tugasnya.

KEPALA SEKSI  PENDATAAN  DAN  PENETAPAN -
RETRIBUSI

o

Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pendataan dan
Penetapan Retribusi. y
Menyusun  program, menyiapkan bahan  penyusunan
kebijakan teknis bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi
dan melaksanakan kegiatan pedaftaran, pendataan serta
menerbitkan ketetapan mengelola benda berharga di sektor
retribusi.

Mecnyusun  rencana  pembuatan  program  pendaflaran,
pendataan, menetapkan Wajib Retribusi.

Menyusun rencana kegiatan dan melaksanakan rencana
operasional tahunan Pendataan dan Penetapan Retribusi.
Melaksanakan nota perhitungan dan menerbitkan surat
penetapan Wajib Retribusi pasar daerah dan retribusi jenis
lainnya. _

Mencatat dan membukukan persediaan stok benda berharga
dari retribusi,

Melaksanakan koordinasi dengan instansi  terkait agar
diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
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Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya
untuk memperiancar pelaksanaan kegiatan.

Memberikan  petunjuk . kepada  stal’ untuk  sinkronisasi
pelaksanaan tugas. ,

Memeriksa pghksanaan tugas staf agar diketahui tingkat
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Membantu  instansi  pengelola . untuk  penyelesaian
administrast keberatan, banding dan angsuran retribusi.
Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Mengkoordinir dinas / instansi / kantor yang mengelola
pendapatan daerah di sektor retribusi.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pendataan dan jumlah
ketetapan kepada atasan.

Memberikan penilaian  kepada staf dengan DP.3 untuk
mengetahut prestasi dan dedikasi staf.

Menyvampatkan saran dan  pertimbangan kepada atasan
schbagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam
mengambil keputusan.

Melaksanakan  pengawasan,  monitoring  dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan operasional tahunan Sckst Pendataan
dan Penetapan Retribusi. ; .
Menjabarkan kebijakan  stasan  di - bidang  retribusi  dan
mensostalisasikannyva kenada staf,

Melaksanakan kegratan pendataan dan penctapan subyvek dan
obyck retribusi,

Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan,’
Mengkoordinasikan usaha pemecahan masalah  dalam
pelaksanaan kegiatan.

Menyusun telaah stat scsuai tugas Scksi Pendataan dan
Penetapan Retribusi.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnva. !

KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN
RETRIBUSL

2

Memimpin pelaksanaan tugas di Seksi Pemungutan dan
Pembukuan Retribusi.

Menyusun  program, menyiapkan bahan  penyusunan
kebijakan teknis  Seksi Pemungutan dan Pembukuan
Retribusi dan melaksanakan  kegiatan pemungutan dan
pembukuan retribusi pasar dacrah dan jenis retribusi lainnya.

Menyusun rencana pemungutan dan pembukuan retribusi
dengan mengacu  kegiatan  tahun lalu untuk  menyusun
pendapatan retribusi Pasar Dacrah dan jenis retribusi lainnya.
Menyusun rencana  kegiatan operasional tahunan  Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Retribusi.
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Melaksanakan rencana keglatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Retribusi sesuai ketetapan,
Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pungutan dan
pcmbukuan retribusi  serta  kebersihan, ketertiban  pasar
Dacrah. o
Menyiapkan  pembukuan, pelaporan pendapatan retribusi
daerah secara periodik dan koordinasi kegiatan administrasi

retribusi Pasar Dacrah.

Menyiapkan bahan koordinasi untuk mendapatkan masukan
bidang retribusi baik retribust Pasar Daerah, dan jenis
retribusi lainnya. ' .
Memberikan  petunjuk  kepada st untuk  sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas staf agar diketahui tingkat
cfektifitas dan cfisiensi pelaksanaan kegiatan.
Mengkonsultasikan  bidang  pemungutan dan  pembukuan
dengan  meminta petunjuk  kepada  atasan  untuk
penyempurnaan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan  dengan
mengumpulkan  bahan  untuk  pemecahan  masalah
pemungutan pajak.

Mecnyiapkan bahan  kegiatan pemungutan dan pembukuan
pendapatan pajak untuk guna mencapai tareet pendapatan
vang ditetapkan. '

Mcmberikan pentlaian kepada  staf dengan DP.3 untuk
mengetahui prestast dan dedikast staf,

Melaporkan kegiatan pembukuan dengan sistematis untuk
disampaikan kepada atasan.

Melaksanakan pengawasan, monitoring dan cvaluasi
pelaksanaan kegiatan,

Menjabarkan kebijakan atasan di bidang retribusi dan
mensosialisasikannya kepada staf.

Melaksanakan  kegiatan  pemungutan  dan  pembukuan
retribusi.

Menyetorkan  hasil pungutan retribusi kepada Bendahara
Khusus Penerima. :

Menginventarisasi  masalah dalam  pelaksanaan  Kegiatan
Pemungutan dan Pembukuan Retribusi. -
Mengkoordinasikan  usaha  pemecahan  masalah  dalam
pelaksanaan kegiatan, ‘
Menyampaikan  saran atau pertimbangan kepada atasan
dalam penentuan kebijakan retribusi. -
Menyusun telaah staf sesuai tugas Seksi.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai
bidang tugasnya.
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Memimpin pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan Lain-
lain.

Menyusun program, menyusun kebijakan teknis bidang
retribusi daerah dan melaksanakan  kegiatan pendataan,
penetapan, pemungutan dan pembukuan administrasi
pendapatan lain yang melipuii mengolah data sumber-sumber
pendapatan lain di luar pajak dan retribusi sesuai ketentuan
yang berlaku berdasarkan kewenangan serta membukukan
pinjaman daerah,

Menyusun rencana kerja dibidang pengelolaan pendapatan
lain di Juar pajak dan retribust.

Menyusun perumusan kebijakan teknis, rencana kegiatan dan
melaksanakan  kegiatan  operasional  tahunan  Bidang
Pendapatan Lain-lain,

Melaksanakan kegiatan pendataan, penctapan, pemungutan
dan pembukuan administrasi pendapatan lain yang meliputi
mengofah data sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak
dan retribust  ketentuan yang herlaku bterdasarkan
Kewenangan serta membukuekan pinjaman dacrah.
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait agar
diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan tugas. :
Mendistribusikan  tugas kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan,
Memberikan petunjuk kepada bawahan untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan agar diketahui tingkat
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Menyusun langkah kegiatan operasional untuk penggalian
pendapatan lain-lain agar berjalan efektif dan obyektif.
Melaksanakan  koordinasi dengan  dinas/Kantor/instansi
terkait dalam upaya pengarahan pengenddlian dan
peningkatan pendapatan lain-lain.

Melaksanakan perubahan data aset dacrah dengan instansi
terkait untuk mendapatkan data yang akurat serta
penghitungan penetapan yang tepat dari sektor pendapatan
lain,

Menginventarisasi permasalahan guna menyiapkan bahan °
pemecahan  masalah  untuk  kelancaran  pemungutan
pendapatan lain-lain. '

Memberikan penilaian kepada bawahan dengan DP.3 untuk
mengetahul prestasi dan dedikasi bawahan.

Melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan  kegiatan operasionai tahunan bidang
pendapatan lain-lain.

Menjabarkan kebijakan atasan dan melaksanakan sosialisasi
kepada bawahan.
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KEPALA  SEKSI PENDATAAN  DAN  PENETAPAN

Melaksanakan kegiatan pendataan dan penctapan subyek dan
obyek pendapatan lain-lain. _
Melaksanakan pemungutan dan pembukuan pendapatan lain-
lain.

Menyusun data dan laporan penerimaan pendapatan lain-lain
serta melaksanakan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan
kegiatan.

Mengkoordinasikan  usaha pemecahan  masalah  dalam
pelaksanaan kegiatan.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kinerja.

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam
pengambilan keputusan di bidang pendapatan lain-lain.
Menviapkan bahan penyusun Rencana Strategis (Renstra) dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Lakip)
sebagal pertanggungjawaban kinerja Dinas.

Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas Bidang
Pendapatan lain-lain,

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya.

PENDADPATAN LAIN - LAIN

(V%)
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CMemuimpim pelaksanaan tugas  di Sekst Pendataan dan

Penetapan Pendapatan Lain-lam.

. Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan

teknis Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain dan
melaksanakin  kegiatan pendaftaran, pendataan, penetapan
subyek dan obvek dan perhitungan penctapan  jumlah
pendapatan lain-lain  yang terhutang serta  administrasi
keberatan / banding dan angsuran.

Menyusun rencana  kegiatan  operasional tahunan  Seksi
Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain,

Menvusun  rencang  kegiatan  pendataan  dan  penctapan
pendapatan lain-lain berdasarkan program kerja serta hasil
evaluasi tahun sebelumnya sebagai acuan  pelaksanaan
kegiatan. '
Melaksanakan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pendataan dan Penetapan Pendapatan Lain-lain. .
Melaksanakan  pengawasan, monitoring  dan  evaluasi
pelaksanaan kegiatan. B
Menjabarkan kebijakan atasan di bidang retribusi dan
mensosialisasikannva kepada staf.

Melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan subyek dan
obyck pendapatan latn-lutn,

Menginventarisasi masalah dan mengkoordinasikan  usaha
pemccahan masalah dalam pelaksanaan Kegiatan.,
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Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam
penentuan kebijakan pendapatan lain-lain.

Menggali informasi untuk mendapatkan pendataan dan
penetapan pendapatan lain-lain dari aset daerah di luar pajak
dan retribusi. , |
Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui
pembagian tugas untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan.

. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya.

Memberikan petunjuk  kepada staf untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Memeriksa pelaksanaan tugas stal’ agar diketahui efektifitas
dan efisiensi kinerjanya.

. Melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pendapatan

lain-lain yang terhutang berdasarkan data dan sesuai peraturan
yang berlaku.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pendataan dan
Penetapan Pendapatan Lain-lain kepada atasan  sebagai
bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3 untuk
mengetahui prestasi dan dedikasi staf.

Menyusun telaah staf Seksi Pendataan dan Penetapan
Pendapatan Lain-lain berkaitan tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan scsuai
bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMUNGUTAN DAN PEMBUKUAN
PENDAPATAN LAIN - LAIN

[£S]
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Meminpin pelaksanaan tugas di Seksi Pemungutan dan
Pembukuan Pendapatan Lain-lain.

Menyusun  program, menyiapkan bahan  penyusunan
kebijakan teknis Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan
Lain-lain dan melaksanakan  kegiatan pemungutan dan
pembukuan, pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan
dari seluruh pendapatan lain-lain,

Menyusun renczna kegiatan operasional tahunan  Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
Menyusun rencana pemungutan, penagihan dengan  cara
membuat surat kepada instansi pengelola untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

Menyiapkan rencana kegiatan operasional tahunan Seksi
Pemungutan dan Pembukuan Pendapatan Lain-lain.
Menyiapkan bahan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan operasional tahunan.

Menjabarkan kebijakan atasan dan mensosialisasikannya
kepada staf,

Melaksanakan kegiatan pemungutan dan pembukuan retribusi
pendapatan lain-lain.

Melaksanakan pembukuan pinjaman daerah.
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Menyetorkan hasil pungutan pendapatan lain-lain kepada
Bendahara Khusus Penerima pendapatan.

Menyiapkan bahan inventarisasi masalah dalam pelaksanaan
kegiatan.

Menyiapkan bahan koordinasikan usaha pemecahan inasalah i
dalam pelaksanaan kegratan.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertangungjawaban kinerja aparatur.

Menyampaikan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam
penientuan kebijakan di bidang pendapatan lain-lain.
Meclaksanakan koordinasi dengan bidang / unit kerja lain
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Memberikan petunjuk kepada staf untuk sinkronisasi
pelaksanaan tugas.

Menyiapkan bahan pemeriksaan pelaksanaan tugas staf untuk
diketahui tingkat efektifitas dan efesiensi pelaksanaan
kegiatan.

Mencatat dan menghimpun dokumen atas penerimaan
retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain.

. Melaksanakan  pengelolaan  administrast  benda-benda

berharga.

Menvusun iaporan secara periodik, berkala terhadap realisast
penerimaan dan tunggakan penerimaan pendapatan lain,
Menyusun konsep teldah staf berkaitan dengan bidang
tugasnya.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai-
bidang tugasnva.

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PASAR DAERAH

12

(U]

Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasar Daerah. .
Menyusun  program, menyiapkan bahan  penyusunan
kebijakan teknis pengelolaan Pasar Daerah dan melaksanakan
kegiatan pendaftaran, penetapan, pemungutan retribusi pasar,
pembukuan dan pelaporan pendapatan pasar daerah serta
menjaga kebersihan, keamanan serta ketertiban pasar.

Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pengelolaan
pasar dacrah dengan mengacu kegiatan tahun sebelumnya.
Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan operasional
tahunan Pasar Daerah.

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan
pasar  dacrah vntuk  dapat  diberdayakan  oleh
pedagang/masyarakat secara optimal.
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Memumpin pelaksanaan pengelolaan pendapatan pasar daerah
di wilavah ravonnya.

Menyiapkan rencana usulan pembangunan pasar  daerah,
perbatkan sarana dan prasarana pasar serta perkembangannya
dan mengkoordinasikan dengan dinas terkait serta paguyupan
pasar.

Menjaga ketertiban, keamanan, Kebersthan dan keindahan
dilingkungan pasar.

Mengawasi pelaksanaan pemungutan pasar dan koordinator di
rayon scerta membertkan petunjuk dan mengantisipasi hal-hal
vang tak diinginkan,

Memeriksa, memberikan rekomendasi dan pertimbangan ijin-
ijin toko, Kios, dasaran dan atau pembaruan ijin di pasar,
Menyiapkan staf untuk dididik/mengikuti diklat kepegawaian
/ketramptian berkattan pengelolaan pasar, pendapatan pasar,
parkir pasar, retribusi pasar, kebersihan pasar, keindahan
pasar serta keamanan pasar dart bahava konsleting listrik,
kebakaran dan pencurian di dalam pasar.

Mendistribusikan tugas kepada stat sesuai bidang tugasnya
untuk memperlancar pelaksanaan kcg_,mhm

Menyiapkan bahan pembinaan pegawai agar lebih profesional
serta mclaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
Daerah.

Munyelesaihan sengketa antar padazang yaag bersumber pada
masalah sarana dan prasarana pasar Dacrah

Melaksanakan kegiatan pemungutan, pembukuan, penyetoran
sewa kios/toko/dasaran dan retribusy parkir pasar.

Meclaporkan pelaksanaan tugas scbagai bahan pencentuan
kebijakan.

Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3  untuk
mengetahut prestasi dan dedikasi staf.

Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan masukan dan pertimbangan atasan dalam
pengambilan keputusan.

Mclaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan operasional tahunan Pasar Dacrah serta
melaporkan kegiatan admimistrast kepegawaian sehagai bahan
pertanggungjawaban kinerja pegawar pasar.

Melaksanakan pengawasan, menjaga keamanan pasar dan
mewaspadal bahaya kebakaran yang bersumber dari api
Kios/warung toko, dasaran, gudang dan akibat konsleting
listrik pasar.

Menjabarkan kebijakan atasan di bidang Pasar Daerah dan
mensosialisasikannya kepada staf.

Melaksanakan kegiatan pembinaan kepada para pemilik toko,
kios, warung, pedagang, wussha lain dilingkungan
kewenangan X\Lpdl’l UPTD Pasar Daerah.

Mengendalikan  pelaksanaan  kebersthan,  ketertiban,
keamanan, dan pemeliharaan Pasar Daerah,

Menyetorkan  hasil  pungutan  Retribusi - Pasar  kepada
Bendahara Khusus Penerima. :
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Menyvusun data para pedagang, pemilik kios, warung,
gudang, dasaran, usaha lain dilingkungan pasar.
Melaksanakan inventarisasi masalah  dalam
kegiatan Pasar Daerah;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam
usaha pemecahan masalah pengelolaan pasar.

Melaksanakan pembinaan administrasi Pasar Desa “untuk
peningkatan pendapatan Daerah.

Menyusun telaah staf berkaitan dengan tugas pengeloaan
pasar sebagai sarana umum.

Melaksanakan tugas lain vang diberikan olch atasan sesuai
bidang tugasnya.

pelaksanaan

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

0.

Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengelola Pendapatan Daerah.

Menyusun  program, menyiapkan  bahan  penyusunan
kebijakan  teknis  Pengelola  Pendapatan  Dacrah  dan
melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan, pemungutan,
pembukuan, penyetoran, koordinasi, evaluast dalam menggali
pendapatan  daerah serta melaporkan  kegiatan sesuai
Kewenargan.

Menyusun  rencana kerja penggalian pendapatan . daerah
dengan mengacu pada rencana kerja, sebagal pedoman
pelaksanaan tugas.

Melaksanakan rencana kegiatan cperasional tahunan UPTD
Pengelola Pendapatan Daerah. -

Menjabarkan perintah atasan dengan mengural isi perintahnya
agar pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai bidang tugasnya
untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Membimbing dan membina staf dengan memberikan petunjuk
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Melaksanakan punbmaan dan pengawasan pajak, pf'n'mkan(

retribusi lain-lain sesuai ketentuan vang berlaku.

Menggali potensi di sektor pendapatan daerah baik pajak dan
retribusi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Membantu  kelancaran pungutan pajak PB  dan ikut L
menyelesaikan masalah yang timbul dari pajak PB. '
Memberikan rekomendasi bagi perjanjian ijin toko guna
dijadikan bahan pertimbangan diwilayah kerjanya.

Membuat bon surat-surat berharga ( karcis-karcis ) untuk
mencukupi kebutuhan berkaitan pendapatan daerah.
Menyusun laporan pendapatan pajak dan retribust  daerah
berdasarkan pemasukan penarikan retribusi daerah sebagai
bahan evaluasi selanjutnya. '
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Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait guna
keterpaduan pelaksanaan tugas di lapangan.

Memberikan penilaian prestasi kerja kepada staf dengan DP.3
untuk mengetahut dedikast staf.

Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
operasional tahunan UPTD Pengelola Pendapatn Daerah.
Melaksanakan  kegiatan  pendataan  subyck dan  obyek
pendapatan daerah,

Melaksanakan pemungutan dan pembukuan pendapatan.
Menyusun data dan lapoeran penerimaan pendapatan.
Menyetorkan hasil  pemungutan  pajak, retribusi  dan
pendapatan lain kepada 3endahara khusus Peneriama/ke
Kantor Kas Daerah. -
Menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan
inventarisasi sarana prasarana kantor, kendaraan dinas untuk
operasional pemungutan pendapatan.

. Mengkoordinasikan  usaha pemeccahan  masalah  dalam

pelaksanaan kegiatan.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kkepada atasan sebagal

pertanggungiawaban - kinerja aparatur - UPTD  Pengelola
Pendapatan Dacrah. '

. Menvampatkan saran atau pertimbangan kepada atasan dalam

penentuan kebijakan dr bidang pendapatan lain-lain,
Menyusun telaah stal berkantan denvan tugas UPTD Pengelola
Pendapatan Dacerah.

. Melaksanakan tugas faun vang dibenkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnva.

KEPALA  UNIT PELAKSANAN TEKNIS DINAS
PERPARKIRAN .

(S
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Memimpin pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perparkiran.

Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan
teknis Perparkiran dan melaksanakan pengkoordinasian
perparciran di Ihu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan,
Jalan-jaian  Protokol, julan  Umum, depan  Swalayan,
pertokoan, Rumah Makan/Restoran/Warung  dan tempat
umum  yang strategis  scbagar  pendapatan  daerah  dan
mengadministrasikan dengan tertib serta melaporkan hasil
pemungutan.

Menyusun rencana kegiatan pengelofaan perparkiran dengan
mengacu kegiatan sebelum sebagai pedoman pelaksanaan
kegiatan. '

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perparkiran
dan pengelolaan parkir di Daerah.

Melaksanakan sosialisasi dan kebijakan pemerintah daerah di
bidang pengelolaan perparkiran.
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Menginventarisasi  sarana  dan prasarana  serta  fasilitas
pendukung perparkiran.

Mengadakan pembinaan dan pendidikan khusus bagi juru
parkir demi tertib lalu lintas dan jalan raya.
Mengkoordinasikan pengelolaan perparkiran di jalan protokol,
Jalan umum di ibu kota Kabupaten, ibu kota Kecamatan, di
depan swalayan/pertokoan/Restoran/warung dan  sejenisnya,
terminal, tempat lomba‘hiburan dan tempat-tempat lain yang
strategis untuk mengusahakan pendapatan daerah.
Menerbitkan lakbel/karcis parkir kendaraan dan  membina
tukang parkir liar. _

Menyiapkan tanda khusus (pakaian/atribut atau tanda
sejenisnya) kepada tukang parkir untuk menghindari
perparkiran liar yang mengganggu jalan raya dan ketertiban
umum.

Memperingatkan tukang parkir liar dan mengintensipkan
pendapatan parkir untuk menunjang pendapatan daerah.
Melaksanakan pengaturan, pengkaplingan wilayah parkir agar
tidak terjadi kerancuan dilapangan demi ketertiban parkir
ditempat-tempat umum, jalan rava, jalan protokol, depan
swalayan. pertokoan, restoran/warung tempat  keramaian
/hiburan, pangkalan parkir dan tempat lain vang strategis
untuk dipungut parkir.

. Melaksanakan nemunguton  parkir sesuai Perda/keputusan

Buapati tentany perparkiran diiempat yang telah aitentukan.,

. Menvetorkan  hasil pemuangutan parkir kepada  Bendahara

Penerima Khusus’ke Kantor Kas Daerah.

. Menyiapkan bahan penyusunan Raperda perparkiran sesual

kebijakan daerah.

. Menyamnaikan saran dan pertimbangan kepada atasan

berkaitan pengelolaan perparkiran.

. Memberikan penilaian kepada staf dengan DP.3  untuk

mengetahui efektifitas kegiatan pegawa.

Mengusahakan pemenuhan target pendapatan perparkiran.
Menetapkan target pendapatan dan pengelolaan perparkiran.
Menyusun rencana pengembangan pengelolaan perparkiran
untuk meningkatkan pendapatan daerak.

. Penentuan dan pengoperasian lokasi fasilitas parkir untuk

umum, )
Menyiapkan rencana lokasi-lokasi yang potensial ditarik
retribusi parkir untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.'

. Menyusun penetapan pungutan retribusi parkir berdasarkan

ketentuan vang berlaku.

. Melaksanakan pengawasan Perparkiran diwilayah kerjanya.
. Mecnyusun telaah  staf sesuai tugas UPTD Perparkiran,

pengelotaan parkir dan pendapatan.

. Melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.
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Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai kebutuhan,
keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
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